BAB V
PENUTUP

41  Kesimpulan

Pekerjaan sebagai personal assistant dari artis yang juga seorang content
creator memiliki hubungan kerja yang didasarkan oleh perjanjian kerja yang
memenuhi syarat dan unsur perjanjian kerja yang ditetapkan oleh UU
Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja dalam hubungan kerja ini tidak dapat berbentuk
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena pekerjaan personal assistant
merupakan pekerjaan yang menurut sifat dan jenisnya tidak dapat diselesaikan
dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, hubungan kerja yang didasarkan oleh
perjanjian kerja tentunya memperoleh perlindungan UU Ketenagakerjaan.

Adanya hubungan kerja ini menimbulkan hak dan kewajiban diantara para
pihaknya melihat pekerjaan yang dilakukan oleh personal assistant artis yang juga
merupakan content creator tidak dapat dikatakan pekerjaan yang dapat selesaikan
dalam waktu tertentu maupun pekerjaan yang hanya melakukan jasa tertentu,
sehingga jelas bahwa terkait hak dan kewajiban antara pihak tersebut dilindungi
UU Ketenagakerjaan. Meskipun UU Ketenagakerjaan mengatur terkait
perlindungan hak-hak pekerja seperti upah, waktu kerja, waktu lembur, waktu
istirahat, serta kesehatan dan keselamatan kerja, pada realitanya pekerjaan sebagai
personal assistant sering kali tidak memiliki kejelasan dalam perjanjian kerjanya
mengenai hak-hak tersebut yang seharusnya ia dapatkan.

Hak-hak tersebut merupakan hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh
personal assistant melihat karakteristik pekerjaan personal assistant yang fleksibel
dan memiliki beban kerja berlebihan. Perlindungan terhadap hak-hak seperti hak
waktu kerja, hak waktu lembur, hak waktu istirahat yang berkaitan dengan upah
dari personal assistant juga melindungi personal assistant dari eksploitasi. Selain
itu, melihat faktor lain seperti lingkungan kerja, beban kerja, atau lainnya,

kesehatan dan keselamatan kerja dari personal assistant juga merupakan hal
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penting yang harus dilindungi karena dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun
mental dari pekerja tersebut.

Hak-hak dasar lainnya yang seharusnya juga didapatkan personal assistant
merupakan hak istirahat, hak tidak bekerja karena alasan tertentu, hak tidak wajib
bekerja pada hari-hari libur, dan hak-hak bagi pekerja perempuan. Hak dasar bagi
pekerja perempuan seperti terkait hak waktu kerja malam, hak tidak bekerja apabila
ia mengalami sakit pada masa haid, melahirkan, hamil, keguguran dan hak terkait
memperoleh kesempatan untuk menyusui anaknya yang harus dilakukan selama
waktu kerja. Hak dasar bagi pekerja perempuan ini juga harus diterima bagi
personal assistant karena dimungkinkan apabila artis tersebut perempuan maka ia
akan lebih nyaman memiliki personal assistant yang juga merupakan perempuan.

Namun sangat disayangkan perlindungan bagi personal assistant artis yang
juga content creator masih belum dapat dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan secara
jelas. Hal ini terlihat bahwa UU Ketenagakerjaan masih mengatur pekerjaan secara
konvensional dan belum terdapat pengaturan terkait perlindungan pekerja seperti
personal assistant yang dapat dikatakan tergolong dalam sektor usaha atau
pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, pekerja personal assistant berhak mendapatkan
hak-hak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dari artis yang juga content creator
yang seharusnya memperoleh perlindungan secara jelas oleh UU Ketenagakerjaan.

4.2 Saran

Melihat penjelasan di atas diperlukannya kejelasan terkait hal-hal yang
harus secara jelas diperjanjikan antara personal assistant dengan pemberi kerja nya
yang merupakan artis sebagai content creator juga. Dalam hal-hal yang perlu
diperjelas dalam perjanjian kedua belah pihak tentunya perlu kesadaran dari
pekerjanya sendiri. Hal ini berkaitan dengan hak-hak yang akan didapatkan pekerja
dan perlindungannya apabila ia melakukan pekerjaanya sesuai dengan ketentuan
aturan yang ada seperti UU Ketenagakerjaan.

Terkait perjanjian kerjanya sendiri harus dinyatakan bahwa perjanjian
personal assistant dengan artis yang juga sebagai content creator harus didasarkan
oleh Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja yang

dilakukan oleh personal assistant dengan artisnya tidak dapat berbentuk Perjanjian
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Kerja Waktu Tertentu (PWKT) atau perjanjian melakukan jasa tertentu karena
melihat sifat dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh personal assistant tidak dapat
dikategorikan sebagai pekerjaan yang dapat diperjanjikan menggunakan PKWT
atau perjanjian melakukan jasa tertentu. Selain itu perjanjian keduanya harus dibuat
secara tertulis untuk menghindari kerugian yang dihadapi oleh pekerja. Hal ini
berguna untuk memberikan kekuatan hukum apabila terjadi perselisihan antara
kedua belah pihak terkait hal-hal yang diperjanjikan.

Dalam perjanjian kerja antara personal assistant dan artisnya yang juga
sebagai content creator harus secara jelas menyatakan hal-hal terkait hak-hak dan
kewajiban kedua belah pihak yang disepakatinya. Hal-hal yang harus ada dalam
perjanjian antara keduanya tentunya terkait pekerjaan apa yang harus dilakukan
oleh personal assistant, waktu kerja, waktu lembur, waktu istirahat, hari libur dan
cuti, upah, dan terkait hak keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam perjanjian kerja terkait kesepakatan waktu kerja apabila waktu
kerjanya fleksibel dapat dibuat kesepakatan bahwa waktu kerja personal assistant
akan terhitung dimulai dari pekerja tersebut melakukan pekerjaan yang
diperjanjikannya. Contohnya personal assistant melakukan pekerjaanya mulai dari
pukul 07.00 pagi hingga 10.00 pagi dan melakukan pekerjaanya kembali bekerja
pada pukul 12.00 siang hingga 16.00 sore, maka hal tersebut yang dihitung sebagai
waktu kerja dari seorang personal assistant. Oleh sebab itu, dalam perjanjian kerja
pemberi kerja harus secara jelas menyatakan waktu kerja yang diberlakukan,
sehingga apabila melewati waktu kerja yang disepakati maka dihitung sebagai
waktu lembur.

Selain itu, pemberi kerja juga harus memberikan waktu istirahat yang jelas
apabila ia bekerja selama 6 hari dalam seminggu maka seorang personal assistant
harus diberikan 1 hari untuk beristirahat atau bekerja selama 5 hari dalam seminggu
maka seorang personal assistant harus diberikan 2 hari untuk beristirahat. Hal ini
berkaitan juga dengan hak kesehatan dari pekerjanya sendiri. Dalam perjanjian
kerja juga harus dinyatakan terkait hak cuti atau hak hari libur resmi bagi pekerja.
Hak tersebut dapat diberi batasan melihat kembali dalam ketentuan waktu kerja
yang berlaku. Misalnya, seorang personal assistant bekerja mengikuti artisnya yang

hanya melakukan pekerjaan selama 3 hari, namun 3 hari kerja tersebut sama dengan
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jumlah waktu kerja setara dengan kerja selama 6 hari untuk mendapatkan waktu
hak istirahat 1 hari atau 5 hari untuk mendapatkan waktu hak istirahat 2 hari.
Terkait upah hal ini tentunya menjadi hal yang paling utama dan penting
bagi pekerja untuk dinyatakan dalam perjanjian kerja. Tentunya pemberi Kkerja
harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya serta
tidak boleh dibawah upah minimum yang berlaku. Pemberi kerja juga harus secara
jelas menyatakan dalam perjanjian bahwa segala biaya dalam melakukan pekerjaan
merupakan tanggung jawab pemberi kerja. Contohnya tak jarang seorang artis harus
melakukan pekerjaan keluar kota atau bahkan keluar negeri maka artis tersebut
harus menanggung biaya perjalanan personal assistant yang bekerja dengannya.
Selain itu, dalam perjanjian kerja harus secara jelas menyatakan terkait pemberi
kerja harus mendaftarkan atau bertanggung jawab terkait jaminan sosial personal
assistant baik jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam memberikan perlindungan hak-hak bagi pekerja seperti personal
assistant diperlukannya aturan hukum yang mengikat dan melindunginya, sehingga
diperlukannya campur tangan pemerintah. Melihat dalam UU Ketenagakerjaan dan
UU Ciptaker pengaturan terkait perlindungan pekerja seperti personal assistant
masih belum cukup dinyatakan secara tegas. Oleh sebab itu, pemerintah diperlukan
untuk membuat aturan seperti ketentuan waktu kerja apabila pekerjaan tersebut
memiliki sifat atau jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel. Seperti
yang dijelaskan diatas personal assistant merupakan pekerjaan yang tidak
konvensional dan menjadi pekerjaan yang banyak ditemui pada masa ini, sehingga
diperlukan pengaturan secara jelas terkait hak-hak serta perlindungan bagi pekerja
dalam bidang ini. Tak hanya pengaturan terkait hak-hak serta perlindungannya,
diperlukan juga pengaturan terkait untuk menghindari adanya kerja eksploitasi dan
menghindari hal-hal yang merugikan bagi pemberi kerja atau artis. Pengaturan yang
dapat dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah seperti seorang artis hanya boleh
membuka recruitment lebih dari satu personal assistant apabila waktu kerja artis
tersebut sudah melebihi 7 jam/hari dan 40 jam/minggu dalam 6 hari kerja dalam 1
minggu atau 8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Dengan adanya peraturan tersebut menghindari pelanggaran hak-hak bagi personal

assistant serta menghindari adanya pelanggaran hak upah dan lainnya apabila artis
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tersebut tidak mampu lagi memenuhi tanggung jawabnya. Selain terkait hak-hak
pekerja, pemerintah juga harus mengatur terkait sanksi administratif maupun sanksi

pidana dan cara penyelesaian yang harus ditetapkan untuk memberikan
perlindungan terhadap pekerjaan seperti personal assistant.
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